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CASCADING KINERJA DINAS KOPERASI,UKM DAN TENAGA KERJA TAHUN 2025 - 2029 

M I S I 
 

V I S I 
 

Tujuan Daerah 

 

Sasaran Daerah 

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN  

Misi 3.  
Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera 

1.Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan hak-hak pekerja dan dialog sosial  

Sasaran 3.1.2. 
Meningkatnya UMKM Naik Kelas  

 

Persentase Usaha Mikro Menjadi  
Wirausaha  

Tujuan 3.1.  
Terwujudnya Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Sektor Unggulan dan Ekonomi Kreatif 

1. Pertumbuhan Ekonomi (2024=3,84   2030=5,73) 
2.PDRB Perkapita ADHK (2024=20,67   2030=27,36) 
3.Tingkat Inflasi (2030=2,33-3.433) 

Terkelolanya Informasi Tenaga 
Kerja  

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang 
mengacu ke Rencana Tenaga Kerja  

Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja 

1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal 
2. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal 

Meningkatnya Pembinaan dan 

Pengawasan Koperasi  

Misi 2.  
Mewujudkan  Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing  

Sasaran 1.1.2. Meningkatnya 

tata kelola pemerintahan yang 

akuntabel dan berdaya saing 

Nilai SAKIP 
(2024=68,94  2030=A 80,4)  

Indeks Inovasi Daerah 
(2024=59,26  2030=68,91)  

 
 

 

Sasaran 1.1.1. Meningkatnya 
pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa 
 

Indeks Persepsi Anti Korupsi 

Indeks Reformasi Hukum 

(masih sasaran 1.1.2. ya via) Meningkatnya 
kapasitas dan kinerja pemerintah daerah 
dalam menghadirkan kebijakan, program, 

dan layanan yang inovatif, eektif, dan 
berdampak bagi masyarakat  

Indeks Inovasi Daerah 
(2024=59,26  2030=68,91)  

Sasaran 1.1.4. Meningkatnya 
kemandirian keuangan daerah 

Rasio Pajak terhadap PDRB 

Tujuan 1.1.   
Terwujudnya birokrasi yang efisien, adil, dan berkinerja tinggi  

 
Indek Reformasi Birokrasi (2024=79,48 ; 2030=(A) 82,5) 

 

Misi 1:  
Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas 

 
 

Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi  

Meningkatnya akurasi proyeksi 
indikator dalam rencana tenaga 

kerja 

Persentase akurasi proyeksi indikator dalam 
rencana tenaga kerja 

Meningkatnya Pelaksanaan 
Pelatihan Berdasarkan Unit 

Kompetensi 

Meningkatnya Produktivitas 
Tenaga Kerja  

Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang 
meningkat produkivitasnya  
 

Meningkatnya Lembaga 

Pelatihan Kerja Swasta yang 

dibina 

Persentase LPK yang dibina  

Meningkatnya kualitas SDM 
Perkoperasian  

Meningkatnya Produktivitas 
Koperasi  

Meningkatnya Kualitas Layanan Izin 

Usaha Simpan Pinjam  

Meningkatnya Kapasitas UMKM yang 

Tangguh dan Mandiri  

Pertumbuhan volume usaha koperasi  
 

Persentase koperasi yang 
menindaklanjuti rekomendasi 

pengawasan  

Meningkatnya penerbitan 

Izin Usaha Simpan Pinjam 

Koperasi 

 . Persentase koperasi yang memiliki 
izin usaha simpan pinjam  

Persentase koperasi aktif  Persentase koperasi yang diberikan 
dukungan fasilitasi pelatihan  

Persentase meningkatnya koperasi 
yang berkualitas  

1. Persentase usaha mikro yang 
bertransformasi dari informal ke 

formal  
2. Pertumbuhan wirausaha  

 

 Meningkatnya Penilaian 
Kesehatan KSP/USP-

Koperasi 

 Persentase usaha simpan pinjam 
oleh koperasi yang dinilai 
kesehatannya untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota 

 Meningkatnya Pendidikan 
dan Latihan Perkoperasian 

 Persentase koperasi yang 
mengikuti pelatihan untuk koperasi 
dengan wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabupaten/kota 

Sasaran 3.1.3 
Meningkatnya Kualitas dan Daya 

Saing Koperasi 

Persentase Peningkatan 
Volume Usaha Koperasi 

Tujuan 2.1 
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul  

Indeks Pembangunan Manusia 

Sasaran 2.1.2 

Meningkatnya keterampilan dan daya 

saing tenaga kerja  

Tingkat Pengangguran Terbuka  
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 
Persentase disabilitas yang bekerja 

 Persentase pemeriksaan dan 
pengawasan yang dilakukan untuk 
koperasi dengan wilayah 
keanggotaan dalam daerah 
kabupaten/kota 

Meningkatnya Daya Saing UMKM  

Proporsi UKM Menjalin Kemitraan 
dan Ekspor 

Meningkatnya Efektivitas 
Pemeriksaan dan 

Pengawasan Koperasi  

Meningkatnya Pemberdayaan 
dan Perlindungan Usaha 

Koperasi  

Terfasilitasinya pemenuhan Usaha 

Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor 

Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor 

Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk 
Koperasi dengan wilayah keanggotaan 

dalam daerah kab/kota 

 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan 
pembukaan kantor cabang , Cabang 
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi 
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan 
Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Terlaksananya proses 
pemeriksaan dan pengawasan 

koperasi yang wilayah 
keanggotaannya Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah koperasi yang telah 
dilakukan pemeriksaan dan 
pengawasan  

Terlaksananya penilaian 

kesehatan KSP/USP Koperasi 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah unit usaha koperasi yang 
telah dilakukan penilaian 
kesehatan 

Meningkatnya pemahaman dan 

pengetahuan perkoperasian 
serta kapasitas dan 

kompetensi SDM Koperasi 

Jumlah SDM yang memahami 
pengetahuan perkoperasian 

Meningkatnya penumbuhan 

kesadaran bagi keluarga dan 
kelompok masyarakat dalam 

peningkatan taraf hidup melalui 
kehidupan berkoperasi dalam 

pengembangan ekonomi  

Pembinaan dan/ atau 
pendampingan yang 

dilaksanakan bagi kelompok 
masyarakat  

Meningkatnya Fasilitasi 

kemitraan antar koperasi 
maupun antara koperasi 

dengan badan hukum lainnya 
termasuk UMKM, bagi 

koperasi yang keanggotannya 
dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 

produktivitas, nilai tambah, 
akses pasar, akses 

pembiayaan, penguatan 
kelembagaan, penataan 

manajemen, standardisasi, 
dan restrukturisasi usaha 

Terfasilitasinya akses 
permodalan koperasi 
yang keanggotaannya 

daerah kabupaten /kota 

Jumlah koperasi yang 
difasilitasi kemitraannya 

Jumlah koperasi yang 
difasilitasi permodalannya 

Jumlah unit usaha yang 
produktif, bernilai tambah, 
memiliki akses pasar, akses 

pembiayaan, penguatan 
kelembagaan, penataan 

manajemen, standardisasi 
dan restrukturisasi usaha 

Terfasilitasinya 

pemberdayaan melalui 
kemitraan usaha mikro 

dalam Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah unit usaha yang 
telah melaksanakan 

kemitraan usaha mikro  

Terfasilitasinya 

pemberdayaan 
kelembagaan potensi dan 

pengembangan Usaha 

Mikro 

Jumlah Unit Usaha yang 
Telah menerima 
pembinaan dan 

pendampingan terhadap 
Usaha Mikro 

Terfasilitasinya sertifikasi 

dan standarisasi usaha 
mikro  

Jumlah usaha mikro yang 
terfasilitasi sertifikasi dan 
standardisasi usaha mikro  

Terfasilitasinya 

penyusunan basis data 
usaha mikro  

Jumlah unit usaha 
mikro yang terdata  

Jumlah SDM yang memahami 
pengetahuan usaha mikro dan 

kewirausahaan  

Terfasilitasinya 

wirausaha pemula 
menjadi wirausaha 

mapan  

Jumlah wirausaha 
pemula yang di 

fasilitasi  

Jumlah unit usaha 
UMKM yang 

mendapatkan fasilitas 
produksi dan 
pengolahan, 

pemasaran, SDM, serta 
desain dan teknologi 

Terfasilitasinya 

produksi dan 
pengolahan, 

pemasaran, SDM 
serta desain dan 

teknologi  

Tersusunnya rencana 

tenaga kerja makro  

 Jumlah dokumen rencana 
tenaga kerja makro  

Tersedianya sarana 

pelatihan kerja 
kabupaten kota 

Jumlah pengadaan dan 
pemeliharaan sarana 

pelatihan kerja 

Terlaksananya pembinaan 
Lembaga Pelatihan Kerja 

Swasta  

Jumlah Lembaga Pelatihan kerja 
Swasta yang dibina  

Terwujudnya pelayanan 

antar kerja 

Jumlah tenaga kerja yang 
ditempatkan melalui 

layanan AKAD dan AKL  

Terselenggaranya unit 

pelayanan disabilitas 
ketenagakerjaan  

Jumlah tenaga kerja 
disabilitas yang 
mendapatkan fasilitasi 
layanan ULD 

Terwujudnya 

perluasan kesempatan 
kerja  

Jumlah tenaga kerja 
yang diberdayakan 
melalui program 
perluasan kesempatan 
kerja 

Terselenggaranya 

pelayanan dan penyediaan 
informasi pasar kerja online 

Jumlah Pencari dan Pemberi 
Kerja yang Terdaftar dalam 
Pasar Kerja Melalui Sistem 
Online (SIAPKerja) (Orang)  

Terlaksananya Job 

Fair/Bursa Kerja 

JUmlah pencari kerja yang 
mendapatkan pekerjaan 
melalui job fair / bursa 
kerja  

Terlaksananya peningkatan 

perlindungan dan kompetensi 
Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI)/Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) 

Jumlah CPMI / PMI yang 
dilindungi dan 
ditingkatkan 
kompetensinya 

Tersedianya layanan terpadu 

pada Calon Pekerja Migran  

Jumlah CPMI yang terlayani 
sesuai prosedur dalam LTSA 
dan PMI bermasalah yang 
ditangani  

Terselenggaranya pendataan dan 

informasi sarana hubungan 
industrial (PP/PKB/struktur skala 

upah, LKPS Bipartit) dan pekerja 
yang terdaftar sebagai peserta 

jamsostek serta pengupahan  

Terlaksananya 

Perjanjian Kerja 
Sama bagi 

perusahaan  

Terlaksananya pengesahan 

peraturan perusahaan yang 
terkait dengan hubungan 

industrial dan terdaftar di 
WLKP Online 

Jumlah perusahaan yang 
melaksanakan pengesahan 
peraturan perusahaan yang 
terkait dengan hubungan 
industrial dan terdaftar di 
WLKP online 

Jumlah perusahaan 
yang menyusun 
Perjanjian Kerja 
Bersama  

Jumlah data dan informasi sarana 
HI (PP/PKB, struktur skala upah, 
dan LKS bipartit) dan pekerja yang 
terdaftar sebagai peserta 
jamsostek serta pengupahan  

Terselenggaranya verifikasi dan 
rekapitulasi keanggotaan pada 

organisasi pengusaha, federasi dan 
kofederasi serikat pekerja/serikat 

buruh serta non afiliasi   

Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat 
pekerja yang di verifikasi  

Terlaksananya operasional 

Lembaga Kerja Sama 
Triparti Daerah 

Kabupaten/Kota  

Terlaksananya 

pengembangan 
pelaksanaan jaminan sosial 

tenaga kerja dan fasilitasi 
kesejahteran pekerja  

Jumlah LKS Tripartit yang 
dibina  

Terlaksananya Program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 
Kesejahteraan Pekerja  

Terlaksananya pencegahan 

perselisihan hubungan 
industrial, mogok kerja, dan 

penutupan perusahaan yang 

berakibat/ bardampak pada 
kepentingan di satu daerah 

kabupaten kota 

Terselesaikannya 
perselisihan hubungan 

industrial, mogok kerja, dan 

penutupan perusahaan yang 
berakibat /berdampak pada 

kepentingan di satu daerah 
Kabupaten/Kota  

Jumlah perselisihan yang 
dicegah  Jumlah perkara perselisihan 

yang diselesaikan  

Terlaksananya proses 
pendidikan dan pelatihan 

dan keterampilan bagi 

pencari kerja berdasarkan 

klaster kompetensi  

 Jumlah angkatan kerja 
yang mendapat 

pelatihan yang berbasis 
kompetensi pada tahun 

n 

 
 
I. PROGRAM PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 
1. KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 
     1) SUB KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK) 
 
II. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
1. PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 
     1) SUB KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 
2. KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 
    1) SUB KEGIATAN  PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 
 
III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 
1. KEGIATAN PELAYANAN ANTAR KERJA 
    1) SUB KEGAITAN PELAYANAN ANTAR KERJA 
2. KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA 
     1) SUB KEGIATAN  PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE 
     2) SUB KEGAITAN JOB FAIR/BURSA KERJA 
3. KEGIATAN PERLINDUNGAN PMI (PRAPURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KAB/KOTA 
     1) SUB KEGIATAN PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA  (CPMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) 
     2) SUB KEGIATAN  PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
 
IV PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 
1. PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH DALAM KAB/KOTA 
   1) SUB KEGIATAN  PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN 
   2) SUB KEGIATAN  PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI PERUSAHAAN  
   3) SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN 
2.KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KAB/KOTA 
  1) SUB KEGIATAN  PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH 
SERTA NON AFILIASI 
  2) SUB KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 
  3) SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA 
  4) SUB KEGIATAN PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL , MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 
(SATU) DAERAH KAB/KOTA 
 5) SUB KEGIATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL , MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 
(SATU) DAERAH KAB/KOTA 
 

 
 

I PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 
 
 

1. KEGIATAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KAB/KOTA 
SUB KEGIATAN  FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN 
PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 
II PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 
2. KEGIATAN  PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 1 ) SUB KEGIATAN PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN KOPERASI 
 2)  SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 
III PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 
3. KEGIATAN  PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP-KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA 
   1) SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KAB/KOTA 
 
IV PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 
4. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KAB/KOTA 
     1)  SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 
 
V PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 
5. KEGIATAN  PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KAB/KOTA 
    1) SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN BAGI KELUARGA DAN KELOMPOK MASYARAKAT YANG AKAN MEMBENTUK KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN 
KOPERASI 
    2) SUB KEGIATAN  FASILITASI KEMITRAAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KAB/KOTA 
    3) SUB KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, 
STANDARISASI DAN RESTRUKTURISASI USAHA 
   4) SUB KEGIATAN FASILITASI AKSES PERMODALAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DAERAH KAB/KOTA 
 
VI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM 
5. KEGIATAN  PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN 
KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 
     1) SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO 
     2) SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 
     3) SUB KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI DAN STANDARDISASI USAHA MIKRO 
     4) SUB KEGIATAN PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO 
     5) SUB KEGIATAN  PENINGKATAN PEMAHAMAN  DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 
 
VII PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 
6. KEGIATAN  PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 
     1) SUB KEGIATAN PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN 
     2) SUB KEGIATRAN FASILITASI PENGEMBANGAN INKUBASI SECARA TERPADU DAN BERJENJANG 
     3) SUB KEGIATAN FASILITASI INKUBATOR USAHA MIKRO 
     4) SUB KEGIATAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SDM, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGIN 

BIDANG KOPERASI DAN UKM 

BIDANG TENAGA KERJA 

Sasaran 2.1.1. 
Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan 

Kerja  

1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
2. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan 

Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian 
Menengah Tinggi  

  

Sasaran 3.1.3 
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif 

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan 
Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja serta  Konstribusi Koperasi dan UMKM Dalam 

Perekonomian 

Indeks Daya Saing Daerah 
(2024=3,48   2030=4,00-7,00) 

 

1. Rasio Kewirausahaan Daerah 
2. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB 
3. Kontribusi UMKM terhadap PDRB 

Tujuan Perangkat Daerah  

Sasaran  Perangkat Daerah 

Pesentase tenaga kerja bersertifikat 
kompetensi  

Meningkatnya 
Pelayanan Antar Kerja 

1. Persentase tenaga kerja yang 
di tempatkan (dalam dan luar 
negeri) melalui mekanisme 
layanan antar kerja dalam 
wilayah kabupaten 
2. Persentase tenaga kerja 
disabilitas yang mendapatkan 
fasilitasi layanan ULD 

Meningkatnya 
Pengelolaan Informasi 

Pasar Kerja  

Persentase pencari kerja yang di 
tempatkan  

Meningkatnya Perlindungan PMI 

(Prapurna Penempatan) 

Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia 
(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia 
(CTKI) yang diberikan pelatihan  

Meningkatnya Pengesahan 
Peraturan Perusahaan dan 

Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama  

Persentase perusahaan yang 
menerapkan tata kelola kerja yang 
layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur 
skala upah dan terdaftar peserta 
BPJS ketenagakerjaan) 

Meningkatnya Pencegahan dan 

Penyelesaian Hubungan Industrial, 

Mogok Kerja dan Penutupan 
Perusahaan  

Persentase perselisihan hubungan 
industrial yang diselesaikan melalui 
Perjanjian Bersama oleh Mediator 
Hubungan Industrial 
 

Sasaran  Taktikal 

Sasaran  Kegiatan 

Persentase 
pembinaan/pendampingan bagi 
kelompok masyarakat  

Persentase koperasi yang 
diberikan dukungan fasilitasi 
pendampingan kelembagaan dan 
usaha  untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabupaten/kota 
 

Persentase fasilitasi penerbitan 
sertifikat Nomor Induk Koperasi 
(NIK) untuk koperasi dengan 
wilayah keanggotaan dalam 
daerah kabupaten/kota 

Meningkatnya Pemberdayaan 

Usaha Mikro  
 Meningkatnya Skala Usaha 
Mikro  Menjadi Usaha Kecil 

Persentase unit usaha UMKM yang 
mendapatkan fasilitas produksi dan 
pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain 
dan teknologi 

Sasaran Sub Kegiatan 

Sasaran 2.1.1. 
Meningkatnya  Akuntabilitas Kinerja Perangkat 

Daerah  

2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  

- Nilai Akip Perangkat Daerah 
- Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah 

Meningkatnya Tata Kelola 
Organisasi 

-Peningkatan Nilai AKIP Perangkat 
Daerah (%) 

-Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat 
yang dicapai (%) 

- Jumlah Inovasi (Inovasi)  

Meningkatnya  Kualitas 
Layanan Internal Dinas 

Koperasi, UKM dan Tenaga 
Kerja 

 
-Persentase pengaduan/  saran yang 

ditindaklanjuti  
-Persentase dokumen publik dan dipublish  
-Persentase pelayanan kepegawaian dan 

perkantoran 
 

Crosscutting dengan Kominfo 

Meningkatnya  Kualitas Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian, 

Evaluasi Dinas Koperasi, UKM dan 
Tenaga Kerja 

Persentase Kualitas dokumen perncanaan, 
pengendalian dan evaluasi Dinas Koperasi, 

UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Crosscutting dengan Setda, Inspektorat 
Daerah, Bapedalitbang, BPKPAD 

Meningkatnya 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 

Meningkatnya 

Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang Milik 
Daerah 

Meningkatnya 

Pembinaan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Barang 

Milik Daerah pada SKPD 

 Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Meningkatnya Bimbingan 

Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-

Undangan 

  Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

Tersedianya Komponen 

Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah paket komponen 
instalasi listrik/penerangan 

Tersedianya Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Tersedianya Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah paket bahan 
logistik kantor yang 
disediakan 

Tersedianya  Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang 
disediakan 

Jumlah Kendaraan 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN 

 Jumlah orang yang 
menerima gaji dan tunjangan 

Tersedianya Administrasi 

Pelaksanan Tugas ASN 

Jumlah Dokumentasi Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Meningkatnya  Kinerja 

Pengelolaan Koperasi 

Tersedianya  Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Jumlah Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan yang disediakan 

Tersedianya  Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Tersedianya  Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Tersedianya  

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Tersedianya  Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan 

Tersedianya  Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya 

Tersedianya  Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Peorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

Tersedianya 

Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Pemeliharaan 
Mebel 

Tersedianya  

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang dipelihara 

Tersedianya 
Pemeliharaan/Rehabilita

si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

Crosscutting dengan Bapedalitbang Crosscutting Disparpora, Dinas 
Perdagangan dan Transmigrasi, Dinas 

Crosscutting dengan DPMPTSP 

Crosscutting dengan Dinas perdagangan dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Disparpora, Dinas Perikanan dan Pangan, DPMDPKB, BKPSDM 

Crosscutting dengan Disparpora, 
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 

DPMPTSP 

 Proporsi jumlah UKM Non Pertanian 

Crosscutting dengan Dinas 
Perdagangan dan Transmigrasi  

Crosscutting dengan DPMPTSP 

Crosscutting dengan Disparpora, 
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 

DPMPTSP 

Meningkatnya pemahaman dan 

pengetahuan UMKM serta 
kapasitas dan kompetensi SDM 

UMK   
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